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BAB II 

EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2.1. Visi dan Misi

2.1.1. V i s i
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Selanjutnya hakikat membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan, oleh karenanya visi harus digali dan disusun bersama serta diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut. 

Dengan memperhatikan pengertian visi yang didasarkan pada karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro, maka Visi Kabupaten Bojonegoro dalam RKPD tahun 2009 telah ditetapkan  sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang RPJMD   Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013  yakni :
“ Kebangkitan Menuju Bojonegoro Yang Sejahtera, Madani dan Berdaya Saing”

Setiap daerah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi daerah. 
       2.1.2. M i s i

Misi merupakan pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi akan membawa daerah kepada suatu fokus yang menjelaskan eksistensi daerah yang bersangkutan. Misi akan mendorong alokasi sumber daya daerah,  sehingga misi daerah harus selaras dengan amanah rakyat yang diemban Pemerintah Daerah. 

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Misi diharapkan juga dapat menunjukkan peran dan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders).

Dengan memperhatikan urgensi misi tersebut maka ditetapkan misi Kabupaten Bojonegoro tahun 2009, sebagai berikut :

	Pertama
	:
	Meningkatkan keshalehan sosial masyarakat yang didukung oleh pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan secara murni dan konsekuen

	Kedua
	:
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya utama pembangunan

	Ketiga
	:
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan

	Keempat
	:
	Mewujudkan pelayanan publik yang prima yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik


2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.2.1. Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial
1. Bidang  Ekonomi
1) Produk Domistik Regional Bruto
          PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata per tahun 16,13 %, yaitu dari Rp. 5,229 Trilyun pada tahun 2003 menjadi Rp. 9,504 Trilyun pada tahun 2007. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami kenaikan rata-rata per tahun 4,88 %, yaitu dari Rp. 4,079 pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 4,936 pada tahun 2007.      
2) Struktur Perekonomian Daerah
            Struktur perekonomian daerah nampak adanya pergeseran kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bojonegoro dalam lima tahun terakhir. Sektor-sektor tersier mulai menjadi kontributor yang cukup berarti, sektor-sektor sekunder semakin membesar kontribusinya dengan peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan sektor-sektor primer mulai mengalami penurunan kontribusi.    
3) PDRB Per Kapita
             PDRB per kapita menurut harga berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata rata per tahun mencapai 14,39 %, yaitu dari Rp. 4.002.240,- pada tahun 2003 menjadi Rp. 6.842.500,- pada tahun 2007. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat rata-rata 3,31 % per tahun, yaitu dari Rp. 3.121.497,- pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp. 3.553.584,- pada tahun 2007.

4) Pertumbuhan Ekonomi
                Selama lima tahun terakhir ini, setelah beberapa tahun sebelumnya senantiasa terpengaruh oleh adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya angka yang fluktuatif. Pada tahun 2003 mulai tumbuh menjadi 4,22 %, kemudian menurun menjadi 3,94 % pada tahun 2004, kemudian meningkat menjadi  4,92 % pada tahun 2005, 5,67 % pada tahun 2006 dan akhirnya menurun lagi menjadi 5,55 % pada tahun 2007. Sektor yang menjadi penyumbang paling dominan bagi perkonomian Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2003 – 2007 tetap sektor pertanian, kemudian diikuti sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa.
5) Keuangan Daerah
            Sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Selama periode tahun 2003 – 2007, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bojonegoro masih tetap bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dengan proporsi rata-rata mencapai 91,20 % dari APBD. 

            Pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu memberikan kontribusi dalam pembiayaan rata-rata sebesar 7,44 % per tahun selama periode tahun anggaran 2003 – 2007. 
6) Investasi
             Potensi yang mendukung bagi investasi dunia usaha di Kabupaten Bojonegoro adalah komoditas hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Disamping itu juga industri yang meliputi industri pengemasan, industri pengolahan dan industri pengolahan bahan galian golongan C.

             Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Bojonegoro sampai dengan tahun 2007 meliputi PMA sebanyak 1 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 9.098.000.000 serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 16 orang, Investasi PMDN sebanyak 1 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 716.000.000.000 serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 10.192 orang. Investasi non fasilitas sebanyak 1.038 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 70.762.000.000 serta penyerapan tenaga kerja diperkirakan sebesar 6.023 orang.

7) Prasarana dan Sarana Ekonomi
a. Prasarana jalan Kabupaten di Bojonegoro adalah sepanjang 627 km yang meliputi : sepanjang 284 km atau 46 % dalam kondisi baik atau mantap, 218 km atau 35 % dalam kondisi sedang, dan 121 km atau 19 % dalam kondisi rusak. Sedangkan prasarana jembatan sebanyak 870 buah, dengan kondisi baik 682 buah atau 78 %, kondisi sedang 165 buah atau 19 % dan kondisi rusak sebanyak 23 buah atau  3 %.

b. Jaringan Listrik.

Kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Bojonegoro berasal dari PT PLN (Persero) dengan daya tampung 243.643.500 Kwh yang dipergunakan untuk melayani 241.570 pelanggan.

c. Sarana Pos dan Telekomunikasi

Sarana pelayanan pos dan telekomunikasi terdiri dari Kantor Pos dan Giro yang telah menjangkau 27 kecamatan, jaringan telepon sebanyak 18.241 SST dan telah menjangkau 27 kecamatan.

d. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan berupa pasar daerah sebanyak 12 buah dengan jumlah pedagang sebanyak 3.083 pedagang dan pasar desa potensial sebanyak 70 buah dengan perkiraan jumlah pedagang sebanyak 7.869 pedagang.

e. Koperasi

Banyaknya koperasi di Kabupaten Bojonegoro adalah 255 buah yang tersebar di hampir semua kecamatan, yang terdiri atas koperasi unit desa (KUD), koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, koperasi kerajinan, koperasi jasa, koperasi pertanian dan lain-lain, dengan jumlah keanggotaan koperasi berjumlah 108.995 orang dengan total aset senilai Rp. 218.532.119.000 , sedangkan modal koperasi terdiri atas modal sendiri senilai Rp. 78.929.236.    

f. Lembaga Keuangan

Lembaga perbankan yang ada terdiri atas Bank BNI, Bank Jatim (BPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Panin Tbk, Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN), Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan sejumlah 4 buah BPR.

g. Sarana Jaringan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air minum khususnya untuk penduduk dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan 8 buah kantor cabang yang terletak di 8 kecamatan dan dengan cakupan pelayanan untuk 8 kecamatan. Sambungan rumah yang telah dapat terpasang sebanyak 18.115 buah dengan tingkat pelayanan 8,98 % dari jumlah penduduk.

2. Bidang  Sosial  

1. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2007 adalah sebanyak 1.260.953 jiwa, terdiri dari 627.090 jiwa laki-laki dan 633.863 jiwa perempuan. atau rata-rata per tahun meningkat sebesar 0,96 %. 
2. Kesehatan

a. Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari indikator-indikator pada antara lain : angka kematian bayi per 1,000 kelahiran hidup (AKB), angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI), rata-rata usia harapan hidup penduduk dan status gizi masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan.

Usia harapan hidup dari 67,02 tahun menjadi 68,5 tahun. Angka kematian bayi (AKB) dari 
32 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 31 per 1.000 kelahiran hidup (yang berarti secara kualitatif mengalami penurunan). Sedangkan untuk angka kematian ibu melahirkan (AKI) menurun dari 105  per 100.000 kelahiran menjadi 104  per 100.000 kelahiran. Prevalensi Gizi Kurang pada Anak  meningkat  dari 14,22 % menjadi 15,5 %
b. Tenaga Kesehatan

Banyaknya tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker/asisten apoteker dan tenaga kesehatan lainnya pada tahun 2007 mencapai sebanyak 1.139 orang. Adapun kualifikasi dari tenaga kesehatan tersebut sebagai berikut  : dokter spesialis 24 orang, dokter umum 108 orang, dokter gigi 18 orang, apoteker 2 orang, asisten apoteker 14 orang, sarjana kesehatan masyarakat 16 orang, perawat 485 orang, bidan 472 orang.

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan telah meluas secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, yaitu rumah sakit pemerintah daerah  sebanyak  2 buah, RS Polri 1 buah, RS swasta 3 buah, sehingga rasio penduduk terhadap RSU sebesar 1:210.158 jiwa. Untuk Puskesmas ada sebanyak 29 buah dan Puskesmas Pembantu 68 buah, sehingga rasio penduduk terhadap Puskesmas 1:35.684 jiwa, dan rasio Puskesmas terhadap desa sebesar  1:14,83 atau setiap Puskesmas rata-rata melayani 15 desa. 

3. Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2007, jumlah panti sosial yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah sebanyak 15 buah, yang terdiri dari sejumlah 14 panti sosial asuhan anak, 1 panti sosial bina remaja. Potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial meliputi 251 orang PSM,  47 orang Wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (WPKS), 50 orang Satgasos Penanggulangan Bencana Alam (PBA), 14 buah Orsos,  1.077 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, 4.828 Wanita Rawan Sosial, 35 Wanita Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, dan Karang Taruna sebanyak 430 buah.

Rincian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 adalah : anak terlantar 12.532 anak, anak nakal 105 anak, anak jalanan 67 anak, anak cacat 3.066 anak, wanita rawan sosial ekonomi 4.983 orang, lanjut usia terlantar 6.924 orang, penyandang cacat 3.066 orang, penyandang cacat eks penyakit kronis sebanyak 585 orang, tuna susila 47 orang, gelandangan-pengemis sebanyak 74 orang, korban penyalah gunaan napza 24 orang, keluarga fakir miskin 163.489 orang, keluarga berumah tidak layak huni 17.568 orang, korban bencana alam, bencana sosial dan musibah lainnya 10.502 orang.  

4. Pendidikan

Pada tahun 2007, hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan di Kabupaten Bojonegoro adalah angka partisipasi kasar untuk SD/MI mencapai 100,44 %, SMP/MTs 97,13 %  dan SMU/SMK/MA 53,86 %. Angka partisipasi murni untuk SD/MI mencapai 96,58 %, SMP/MTs 86,74 % dan SMU/SMK/MA mencapai 46,52 %.

Angka ratio murid terhadap guru, pada tingkat SD/MI mencapai 1:13, SMP/MTs 1:13, dan SMU/SMK/MA 1:16. Untuk angka ratio murid terhadap sekolah pada tingkat SD/MI mencapai 1:25, tingkat SMP/MTs mencapai 1 : 354, dan tingkat SMU/SMK/MA mencapai 1 : 400.
Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI 0,001 % dari 125.832 siswa, SMP/MTs 0,10 % dari 70.752 siswa, dan SMU/SMK/MA 0,08 % dari 35.520 siswa.

Untuk melihat perkembangan hasil belajar dari jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMU/SMK/MA maka dapat dilihat dari data lulusan dan data angka rata-rata NEM siswa pada tahun 2007, yakni angka lulusan SD/MI 100  %, SMP/MTs 97,53 % dan SMU/SMK/MK 98,60 %. Sedangkan angka NEM rata-rata SD/MI Negeri adalah 32,02, SD/MI Swasta 28,90 SMP/MTs 21,29, dan SMU 21,693, serta SMK 29,33.     
   .

5. Ketenagakerjaan

a. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja umur 10 – 64 tahun selama 5 tahun terakhir ini meningkat rata-rata 3,79 % per tahun, yaitu dari 807.943 orang pada tahun 2003 menjadi 933.940 orang pada tahun 2007;

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami perubahan yang bervariasi, yaitu pada tahun 2003 sebesar 75,5 %, tahun 2004 sebesar 70,9 %, tahun 2005 sebesar 70,9 %, tahun 2006 sebesar 70,9 % dan tahun 2007 sebesar 70,9 %. Dengan demikian rata-rata TPAK per tahun sebesar 71,9 % yang berarti bahwa dari 100 orang usia kerja, yang termasuk angkatan kerja kurang lebih 72 orang.

c. Angka Beban Tanggungan

Pada tahun 2007, banyaknya penduduk usia produktif di Kabupaten Bojonegoro (15 – 64 tahun) mencapai 933.940 jiwa, sedangkan banyaknya penduduk belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas) mencapai 327.013 jiwa. Dengan demikian angka beban tanggungan (burden of dependency ratio) penduduk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2007 mencapai 1:2,86. Ini berarti bahwa tiap 100 orang penduduk Kabupaten Bojonegoro yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 286 orang usia belum dan tidak produktif.

d. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Banyaknya penduduk Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di berbagai sektor pada tahun 2007 adalah sebanyak 508.733 orang.

Sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja berturut-turut adalah sektor pertanian 49,01 %, sektor perdagangan 16,97 %, sektor jasa-jasa 11,51 % dan sektor industri 6,20 %. (kesempatan kerja menurut lapangan usaha 2006 BDA)
6. Kesenian dan Kebudayaan

Organisasi kesenian yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2007 adalah sebanyak 392 kelompok, yang meliputi seni tradisional Islami 7 kelompok, seni tradisional konvensional 93 kelompok, seni pertunjukan tradisional 184 kelompok, dan seni musik tradisional  sebanyak 108 kelompok.

3. Agama

           Komposisi penduduk menurut agama pada tahun 2007 adalah sebagai berikut : agama Islam 1.217.312 jiwa (99,38 %), Katolik 3.160 jiwa (0,25 %), Kristen 3,809 jiwa (0,31 %), Hindu 148 jiwa (0,01 %) dan Budha 402 jiwa          (0,03 %). 

Sarana ibadah berupa masjid 1.239 buah, langgar/mushola 6.063 buah, gereja 27 buah, Wihara 1 buah dan pura 1 buah. Selain itu terdapat pondok pesantren 163 buah dengan jumlah santri sekitar 27.118 orang.

           Kerukunan kehidupan intern dan antar umat beragama di Kabupaten Bojonegoro dalam kondisi baik dan kondusif bagi pengembangan peran aktif umat beragama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Politik, Hukum dan Pemerintahan
1. Politik
Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum tahun 2004 yang diikuti oleh 24 organisasi peserta pemilihan umum, dengan jumlah pemilih 897.736 pemilih atau 99,70 % dari jumlah pemilih terdaftar sebanyak 900.460 pemilih. 
Hasil perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2004 adalah sebagai berikut : 
1. P. Nasional Indonesia Marhaenisme
0,94 %

2. P. Buruh Sosial Demokrat
0,28 %

3. P. Bulan Bintang
0,79 %

4. P. Merdeka
0,48 %

5. P. Persatuan Pembangunan
3,44 %

6. P. Persatuan Demokrasi Kebangsaan 
0,96 %

7. P. Perhimpunan Indonesia Baru
0,45 %

8. P. Nasioanal Banteng Kemerdekaan 
2,71 %

9. P. Demokrat
5,15 %

10. P. Keadilan Dan Persatuan Indonesia
2,12 %

11. P. Penegak Demokrasi Indonesia
0,78 %

12. P. Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
0,77 %

13. P. Amanat Nasional
5,40 %

14. P. Karya Peduli Bangsa
3,71 %

15. P. PKB
28,49 %

16. P. Keadilan Sejahtera
2,43 %

17. P. Bintang Reformasi
2,97 %

18. P. Demokrasi Indonesia Perjuangan
16,81 %

19. P. Damai Sejahtera
0,42 %

20. P. Golongan Karya
19,39 %

21. P. Patriot Pancasila
0,76 %

22. P. Sarikat Indonesia
0,47 %

23. P. Persatuan Daerah
0,09 %

24. P. Pelopor
0,19 %

Kesadaran masyarakat dalam berpolitik juga ditunjukkan pada kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2008, yakni 99,70%
2. Hukum
Pembangunan hukum yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai di bidang hukum secara umum dapat dirasakan bahwa penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia  belum sepenuhnya dapat diwujudkan dengan optimal.

Penegakan hukum yang dilaksanakan dengan penyelesaian kasus Tata Usaha Negara sebanyak 2 kasus, penyusunan produk hukum daerah meliputi 10 buah Perda, 28 buah Peraturan Bupati, 1.126 buah Keputusan Bupati dan 1 buah Instruksi Bupati. Pemasyarakatan produk-produk hukum dilakukan antara lain melalui penyuluhan hukum, sosialisasi produk hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan lain-lain.
3. Pemerintahan
a. Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 maka struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 6 Badan,                  17 Dinas, 2 Kantor,  11 Bagian, 3 RSU, 1 Inspektorat, 1 Sekretariat DPRD dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Aparatur
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bojonegoro sampai dengan tahun 2008 adalah sebanyak 11.026 orang dengan latar belakang pendidikan bervariasi. Proporsi terbesar PNS berpendidikan Sarjana sebesar 46,02 %, diikuti yang berpendidikan SLTA sebanyak 23,05 %,  dan berpendidikan D2 sebanyak 14,61 %
3.  Isu dan Permasalahan Pokok 

Isu dan Permasalahan pokok yang dihadapi tahun 2008 adalah sebagai berikut :

3.1. Masalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataannya

Kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2008 diprediksikan mengalami pertumbuhan ekonomi 6,00 %. Meski terjadi peningkatan dibanding realisasi tahun 2007 yang mencapai 5,55 %, namun perkembangannya masih belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap  peningkatan  kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain Iklim usaha masih belum kondusif, biaya transaksi ekonomi masih tinggi dan membutuhkan waktu yang lama, berbagai prosedur birokrasi yang tidak mudah dan murah. 
Juga masalah keamanan dan kepastian hukum yang masih rendah yang mengakibatkan terhambatnya investasi dan kegiatan produksi. Hal tersebut menyebabkan kurangnya minat investasi. Upaya untuk mendorong ekspor belum maksimal akibat belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi, terutama kepada eksportir kecil dan menengah. Peningkatan ekspor belum sebesar yang diharapkan dan kemampuan daya saing ekspor cenderung lemah. Peran UMKM yang besar dalam menyerap lapangan kerja belum diimbangi oleh kualitas UMKM yang memadai yang dapat memberikan kehidupan yang layak. Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai guna menampung tambahan angkatan kerja serta mengurangi pengangguran yang ada.
Selanjutnya, struktur dan kinerja pertanian masih perlu diperbaiki, juga pertumbuhan sektor industri yang perlu mendapatkan rangsangan. Pasar tenaga kerja masih kurang memadai, belum meratanya hasil pembangunan serta kapasitas dan kualitas tenaga kerja masih terbatas. Berbagai sarana dan prasarana pembangunan meskipun telah ditingkatkan dari tahun ke tahun, namun masih jauh dari memadai dan belum merata. Reformasi struktur ekonomi dan birokrasi yang telah dilakukan di berbagai bidang namun masih belum mencukupi dan perlu dipercepat untuk menggerakkan sektor riil, mengejar ketertinggalan, dan menghadapi persaingan yang semakin meningkat. 
A.3.1. Masalah Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan data dari BPS Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro tahun 2007  mencapai 22,03 % sehingga perlu untuk mendapat perhatian serius. Sebagian besar penduduk miskin di wilayah Bojonegoro berada di daerah pedesaan yang terpencil dan tertinggal yang banyak tergantung pada hasil pertanian. Hasil panen yang tidak menentu dan menurunnya harga hasil pertanian saat ini menyebabkan pendapatan petani dan buruh tani jauh berkurang. Juga di beberapa wilayah perkotaan yang jumlahnya juga tidak sedikit yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja dan upah yang sudah tidak sesuai dengan tingkat harga. 

Di samping itu tingkat pendidikan, ketrampilan/keahlian, dan kompetensi tenaga kerja masih rendah dengan jumlah pengangguran mencapai 111.576 orang. Di sisi lain tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja terampil, ahli, dan kompeten semakin meningkat seiring dengan tuntutan persaingan global. Selanjutnya, perubahan pola hubungan industrial di antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja dalam rangka menciptakan harmonisasi hubungan industrial masih perlu dimantapkan.  
Berbagai upaya telah dilakukan, namun belum juga dapat mengatasi masalah ini dengan tuntas yang diakibatkan antara lain :

· kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin; 
· penanganan kimiskinan belum menyesuaikan dengan kondisi, typhology, dan kultur serta kemampuan masyarakat setempat;
· kurangnya ketersediaan data untuk mendukung penentuan sasaran dan kelompok sasaran secara akurat;
· kurangnya investasi pemerintah dan swasta untuk dapat menggerakkan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

· lemahnya koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pelaku pembangunan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
A.3.4. Masalah Perbaikan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

Walaupun pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah merupakan prioritas Kabupaten Bojonegoro dan telah dilakukan dengan maksimal, namun  dengan kemampuan pendanaan yang sangat terbatas, pembangunan yang dilakukan belum mampu mengatasi permasalahan akan sarana dan prasarana dibeberapa wilayah khususnya kebutuhan akses jalan dan jembatan. 
Berdasarkan data yang ada pada tahun 2007 Prasarana jalan dengan kondisi mantap mencapai 492,599 Km dan pada tahun 2008 karena adanya musibah bencana alam banjir diakhir tahun 2007 menurun menjadi 387,265 Km,  Prasarana Jembatan tahun 2007 dengan kondisi baik mencapai 843 buah, pada tahun 2008 meningkat menjadi 849 buah. Sedangkan   prasarana sumber daya air yang saat ini terdiri dari Sumberdaya air baku 336 buah dan saluran irigasi sepanjang 65 Km belum dapat melayani keseluruhan kebutuhan air baku pertanian untuk mengoptimalisasikan hasil panen dan lahan. Disamping itu masalah pemukiman dan prasarana wilayah juga belum dapat melayani seluruh kebutuhan akan lingkungan yang bersih, sehat dan indah. Selain itu kebutuhan air bersih perpipaan belum dapat menjangkau dan melayani seluruh wilayah, juga pengelolaan air limbah dan sampah yang belum optimal serta penanganan wilayah-wilayah kumuh.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunannya. Efektivitas regulasi perlu lebih ditingkatkan untuk menciptakan iklim investasi infrastruktur yang kompetitif. Kemudian pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah semakin didorong pembangunannya sesuai dengan kemampuan pendanaan APBD melalui program-program pembangunan yang lebih disinkronkan sehingga lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

A.3.4. Masalah Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Bojonegoro merupakan issue strategis saat ini yang memerlukan perhatian serius dalam penanganannya, terutama system pengelolaan sumber daya alam yaitu kandungan minyak dan gas bumi yang diprediksi memiliki kandungan minyak terbesar di Indonesia, agar mampu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat secara komprehensip, kegiatan eksplorasi harus dilakukan dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan disekitarnya sehingga dapat mendukung perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain :

· Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup

· Kurangnya kemampuan dan kualitas SDM dalam mengelola sumberdaya alam secara optimal

· Luasnya lahan kritis di beberapa wilayah khususnya wilayah sekitar hutan.
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